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<b>ABSTRAK</b><br>

Tesisini merupakan hasil penelitian tentang penyiksaan yang terjadi dalam proses penyidikan. Secara
khusustesisini menitikberatkan pada kajian terhadap penerapan Undang-Undang No 5 tahun 1998 tentang
Ratifikas Konvensi Anti Penyiksaan. Dalam penelitian bertujuan untuk menjawab masalah-masal ah sebagal
berikut: (1) Sgjauh mana penyidik POLRI selamaini telah memperhatikan hak-hak asasi tersangka dalam
proses penyidikan perkara pidana sehubungan berlakunya UU No 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi
Anti Penyiksaan, (2) Sejauh mana UU no 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah terdapat asas-
asas anti penyiksaan seperti terdapat dalam UU No 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti
Penyiksaan, (3) Sgauh mana negara menjamin perlindungan terhadap hak-hak korban sebagai akibat dari
tindak kekerasan oleh penyidik pada proses penyidikan perkara pidana. Hasil penelitian masih dijumpai
pelanggaran HAM terhadap tersangka yang terjadi dalam proses penyidikan dengan cara penyiksaan oleh
penyidik POLRI, penyidik juga belum mengetahui keberadaan UU No 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi
Konvensi Anti Penyiksaan. Dalam KUHAP sendiri belum mengatur akibat hukum terhadap penyiksaan
yang terjadi berupa pembatalan penyidikan atau dibebaskannya terdakwa apabila dalam proses pemeriksaan
terjadi penyiksaan. Dalam KUHAP telah diatur tentang lembaga Praperadilan yang mengontrol proses
penyidikan akan tetapi belum mengatur tentang pemberian ganti rugi terhadap korban penyiksaan.
Tanggungjawab negara terhadap pemberian ganti rugi terhadap korban penyiksaan dalam tingkat penyidikan
dalam prakteknya masih sulit ditemukan. Sehingga dapat disimpulkan keberadaan UU No 5 tahun 1998
tentang Ratifikasi Konvens Anti Penyiksaan akan berlaku efektif apabilatelah terdapat pembaruan dalam
KUHP sebagal hukum materiil maupun dalam KUHAP sebagai hukum formil sebagai pelaksanaan di
tingkat lapangan. Selain itu harus terdapat terobosan hukum dari Hakim untuk menciptakan hukum melalui
yurisprudensi untuk mengatasi kekosongan hukum.
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